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BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

1.1 PROFIL ORGANISASI

1.1.1. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 antara lain

dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Penwakilan

Rakyat Republik Indonesia. Adapun tugas Sekretariat Jenderal

Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas

Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang

administrasi dan persidangan.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris

Jenderal Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia

merupakan koordinator, pembina dan pengambil kebljakan

dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Sekjen dibantu oleh 2

(dua) Deputi, yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi

Bidang Persidangan, yang masing-masing memiliki tugas yang

berbeda dan membawahi berbagai Biro, dimana salah satunya

adalah Biro Kepegawaian dan Organisasl.

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai salah satu

unsur organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bawah Deputi



Bidang Administrasi memiliki tugas dan fungsi tidak langsung

memberikan dukungan terkait tugas dan fungsi Dewa

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi.

anggaran, dan pengawasan. Namun posisi Biro Kepegawaian

dan Organisasi sangatlah strategis dalam memberikan

dukungan perencanaan dan pengelolaan sumber daya

manusia, pelaksanaan administrasi keanggotaan Dewan,

penataan organisasi, serta pengelolaan pelayanan kesehatan.

1.1.2. VISI MISI ORGANISASI

VIS!

"Terwujudnya sumber daya manusia yang professional dan

berkualitas, dalam organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif.

efisien dan akuntabel dengan administrasi keanggotaan dan

kesekretariatan Fraksi dan pelayanan kesehatan yang optimal."

MISI

"Penataan manajemen sumber daya manusia, administrasi

keanggotaan Dewan dan Kesekretariatan Fraksi, Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan, serta pelayanan kesehatan."

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi

secara lengkap dapat dllihat pada bagan berikut:
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1.1.3.1. BAGIAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas

melaksanakan manajemen sumber daya manusia di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, terdiri dari:

1) SUBBAGIAN FORMASI

Subbagian Fomiasi mempunyai tugas melakukan

kegiatan perencanaan formasi dan pengeloiaan

mutase pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian;

2) SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai

mempunyai tugas melakukan kegiatan manajemen

kinerja dan pengembangan karir pegawai di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;

3) SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas

melakukan pengeloiaan kesejahteraan pegawai di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

1.1.3.2. BAGIAN KEANGGOTAAN DAN FRAKSI

KESEKRETARIATAN

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi

mempunyai tugas melaksanakan pengeloiaan administrasi

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dan pengeloiaan administrasi kesekretariatan

fraksi, terdiri dari:

1) SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Subbbagian Administrasi Keanggotaan

mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi



keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dan pelaksanaan tata usaha Bagian

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi;

2) SUBBAGIAN KESEKRETARIATAN FRAKSI

Subbagian Kesekretariatan Fraksi mempunyai

tugas melakukan dukungan administrasi

Kesekretariatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

1.1.3.3. BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai

tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian

Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdiri dari

1) SUBBAGIAN ORGANISASI

Subbagian Organisasi mempunyai tugas

menelaah dan mengevaluasi kelembagaan dan

jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian;

2) SUBBAGIAN TATA LAKSANA

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas

menyusun nomia, standar prosedur, dan kriteria dl

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian

Organisasi dan Tata Laksana.

1.1.3.4. BAGIAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pelayanan kesehatan kesehatan dl

lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdiri dari:

1) SUBBAGIAN PELAYANAN MEDIK

Subbagian Pelayanan Medik mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan kesehatan di lingkungan

Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;

2) SUBBAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan tata usaha Bagian Pelayanan

Kesehatan;

3) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL/TENAGA

MEDIS DAN PARAMEDIS.

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Medis

dan Paramedis (Dokter, Perawat, Pranata

Laboraturium, Perekam Medis, Apoteker, Aslsten

Apoteker, Pramu Kartu, dsb).

1.1.4. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Biro Kepegawaian dan

Organisasi berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

sebagaimana dimaksud dalam ainea sebagai berikut:

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas

pengelolaan manajemen kepegawaian, pelaksanaan

administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi, penataan

organisasi dan tata laksana. serta pengelolaann pelayanan
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kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya. Biro Kepegawaian

dan Organisasi mempunyai fungsi;

1) Penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro

Kepegawaian dan Organisasi;

2) Penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro

Kepegawaian dan Organisasi;

3) Penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran

Biro Kepegawaian dan Organisasi;

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas

unit organisasi di lingkungan Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

5) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang

kepegawaian dan organisasi;

6) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidanng kepegawaian

dan organisasi;

7) Pengelolaan manajemen epegawaian;

8) Pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan

kesekretariatan fraksi;

9) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

10) Pengelolaan pelayanan kesehatan;

11) Pelaksanaan analisis kepegawaian;

12) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi

Bidang Administrasi;

13) Penyusunan laporan kinerja Biro Kepegawaian dan

Organisasi; dan

14) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi

Bidang Admnistrasi.



1.1.5. SASARAN KINERJA PEGAWAI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja. tugas pokok yang ada

adalah sebagai berikut:

1) Menyusun seal ujian saringan;

2) Mengawasi pelaksanaan ujian saringan;

3) Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2

tahun:

4) Menyiapkan surat keputusan penetapan Karpeg dan

Karis/Karsu;

5) Menyusun laporan hasil sidang Baperjakat;

6) Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan

pegawai:

7) Memeriksa keberatan DDK;

8) Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan

masa kerja;

9) Memeriksa usul penetapan CLTN/Tewas/Anumerta;

10) Menyusun kebutuhan diktat teknis;

11) Menginventarsasi data yang berkaitan dengan

kesejahteraan;

12) Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat

peringatan/teguran;

13) Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan;

14) Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat

pengaduan;

15) Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan;

16) Menyiapkan konsep surat peringatan/teguran;

17) Menyusun laporan hasil pemeriksaan;



18) Menyiapkan dan menandatangani surat keputusan

pemberhentian dengan hak pension;

19) Menyiapkan pemberian NPP pejabat negara;

20) Menyiapkan SK pemberhentian pegawai;

21) Menyiapkan instrument evaluasi pelaksanaan rekrutmen

pegawai;

22) Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam

analisis jabatan;

23) Membuat laporan hasil analisis jabatan;

24) Menganalisis data jabatan;

25) Menganalisis setiap struktur untuk mengetahui

eselonering setiap nomenkiatur jabatan;

26) Membuat konsep kajian tentang klarifikasi jabatan;

27) Menginventarisasi seluruh jabatan pada Instansi

pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasl

jabatan;

28) Menyiapkan konsep prosedur, metode, standard an teknik

evaluasi jabatan;

29) Menganalisis bahan/data penyusunan pola dasar karier;

30) Menganalisis data jabatan;

31) Menyusun standar kompetensi jabatan;

32) Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran

bakat pegawai;

33) Menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan

pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;

34) Membuat kajian tentang pengembangan sistem

pengelolaan kepegawaian;

35) Menyempurnakan konsep sistem pengelolaan dokumen

kepegawaian;

36) Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen

kepegawaian;



37) Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan

kesejahteraan;

38) Menyusun laporan;

39) Melaksanakan tugas lain terkait yang diberlkan oleh

atasan;

40) Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara

berkala da setiap waktu diperlukan;

41) Menyiapkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

42) Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat

peringatan/teguran.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Sasaran kinerja

Pegawai (SKP) yang telah disetujul adalah sepertl table berikut:
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Tabel 1
Sasaran Kinerja Pegawai

PORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1

2

3

4

5

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan

Unit Keria

Santi Donamiarsi. S.H.. M.H.
197109271998032003
Penata Tk.l-lll/d

Kepala Subbagian
Manajemen Kinerja Pegawai
Baaian Kepegawaian

1

2

3

4

5

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Unit Keria

Nalia Anasiya
19941225 201903 2 001

Penata Muda - Ill/a

Analis Kepegawaian Pertama
Bagian Kepegawaian

TARGET

NO III. KE6IATAN TUGAS JABATAN AK*
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU

B

1

A

Y

A
1 Menyiapkan surat oemberitahuan hasil pemeriksaan 0 1 dokumen 100 9 bulan 0

2
Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat
peringatan/teguran:

0 1 dokumen 100 9 bulan 0

11



Adapun uraian rinci tugas pokok yang akan saya kerjakan

adalah sebagai berikut;

1) Menyiapkan surat pemberitahuan pemeriksaan:

- Manajemen kinerja pegawai (1 dokumen)

2) Menyiapkan kosep surat tentang tindak lanjut surat

peringatan/ teguran:

- Penegakan dislplin pegawai (1 dokumen)

1.2 KONDISI SAAT INI

1) Proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin

pelanggaran jam kerja para PNS di lingkup Setjen dan BK DPR

Rl baru diproses oleh para pejabat penanggung jawab bagian

masing-masing setelah mendapat nota dinas teguran dari

Bagian Kepegawaian. Bahkan setelah mendapat surat teguran

dari kepegawaian tidak semua atasan melakukan tugasnya

dalam memproses para jajaran di bawahnya . hal ini menjadikan

kesadaran disiplin pada diri para Pegawai Negeri Sipil di

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia semakin menurun dan menimbulkan

kebiasaan buruk terhadap para pegawai. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil Pasal 21 yang berbunyi;

"(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin; (2) Apabila pejabat yang ben/venang menghukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh

atasannya; (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya

dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

12



(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga

menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin."

2) Para pejabat penanggungjawab kurang mengoptimalkan menu

E-Disiplin pada portal.dpr.go.id dalam memonitoring kehadiran

dan kepatuhan jam kerja para jajaran di bawahnya. Hal ini

dikarenakan tidak semua pejabat selalu membuka aplikasi

portal.dpr.go.id sehingga masih terdapat para pejabat yang

tidak mengetahui ada jajaran di bawahnya yang melanggar

disiplin jam kerja ;

3) Masih belum lengkapnya data pegawai di Menu SIAP pada

portal. Ini merupakan salah satu upaya dari sistem digitalisasi

yang harus dilaksanakan dengan baik mengingat banyaknya

jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat Republik

Indonesia agar tidak ada dokumen dari para pegawai yang

kurang saat pegawai tersebut membutuhkan dokumennya;

4) Dalam memberi bimbingan terhadap pengisian SKP di unit-unit

kerja lain masih melalui pendampingan langsung. Masih kurang

pahamnya para Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat Republik

Indonesia terhadap tata cara dan pembagian tugas dalam

mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

1.3 KONDISI YANG DIHARAPKAN

1) Pelaksanaan terhadap penerapan disiplin jam kerja para

pegawai di LIngkup Setjen dan BK DPR Rl dapat berjalan

optimal sehingga tingkat pelanggaran disiplin PNS di Lingkup

Setjen dan BK DPR Rl tidak bertambah justru malah menurun;

2) Para pejabat penanggungjawab dapat memberikan peringatan

dini terhadap para jajaran di bawahnya yang hampir endekati

13



batas toleransi waktu jam kerja sehingga tidak terkena sanksi

pelanggaran disiplin;

3) Data seluruh PNS di lingkup Setjen dan BK DPR Rl telah

lengkap di menu SIAP pada portal.dpr.go.id sehingga

memudahkan pekerjaan dalam mencari berkas-berkas

administrasi para PNS di lingkup Setjen dan BK DPR Rl;

4) Seluruh unit kerja di lingkup Setjen dan BK DPR Rl memahami

dan mampu mengisi sendiri dengan benar tanpa

pendampingan dengan mempelajari PP 46 tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

4.1 IDENTIFIKASIISU

Salah satu identifikasi permasalahan yang menjadi fokus

strategis yang harus diselesaikan di Bagian Kepegawaian adalah

masalah dari sistem manajemen kinerja pegawai yang masih

terimplementasi dengan e-PPKP dan e-Disiplin belum optimal.

Terutama dalam penerapan disiplin jam kerja pegawai negeri sipil

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada aturan tersebut

disebutkan bahwa atasan langsung dari pegawai yang melakukan

pelanggaran disiplin yang berwenang menjatuhi sanksi hukuman.

Saat ini banyak dari para pejabat penanggungjawab tersebut yang

tidak memonitoring tingkat kedisiplinan jam kerja jajaran di

bawahnya dan tidak memberikan peringatan dini bahkan belum

melakukan pemeriksaan sebelum mendapat nota dinas peringatan

dari Bagian Kepegawaian.

14
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4.2 TEKNIKANALISIS USG {Urgency, Seriousness andGrowth)

Table 2

Isu Urgency Seriousn^ Growth Jumlah Nilai

1. Kurang optimalnya

penerapan sanksi

disiplin jam kerja

bag! peagawai di

Setjen dan BK DPR

Rl.

4 3 3 10

2. Butuhnya notifikasi

peringatan

pelanggaran disiplin

bagi pegawai pada

portal.dpr.go.id

4 4 4 12

3. Belum terupdatenya

informasi data

pegawai Setjen dan

BK DPR Rl di Menu

SIAP di Portal.

3 3 3 9

1) Kurang optimalnya penerapan sanksi disiplin jam kerja bagi pegawai

di lingkup Setjen dan BK DPR Rl berdasarkan hasil analisa USG

dapat dkatakan hal ini merupakan hal yang mendesak dan dampak

masalahnya terhadap ktnerja dan keberhasilan organisasi yang serius

akan berdampak membuat pegawai yang lain ikut-ikutan tidak disiplin.

2) Butuhnya notifikasi peringatan pelanggaran disiplin bagi atasan

pegawai pada portal.dpr.go.id, mengenai terbatasan waktu dalam

tahap pemeriksaan yang bisa dikatakan mendesak. Dampak dari hal

ini berakibat panjang untuk peningkatan kinerja dan keberhasilan

organsasi yang cukup serius, juga perkembangan dari hal ini

membuat kebanyakan pegawai lalai akan kewajibannya dalam

mentaati disiplin pegawai.
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3) Belum terupdatenya informasi data pegawai Setjen dan BK

DPR Rl di menu SIAP pada portal.dpr.go.id. hal ini cukup

mendesak untuk dilakukan namun seiring berjalannya waktu

data pegawai segera terupdate di SIAP, tingkat keseriusannya

cukup serius karena hal ini masih dapat dilakukan dengan cara

berbarengan dengan mengupdate data-data baru dari pegawai.

4.3 GAGASAN PEMECAHAN ISU

• U = Urgency (Penting)

Pentingnya pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil, terutama disiplin terhadap jam kerja bagi setiap

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Penwakilan

Rakyat Republik Indonesia yang akan berdampak sangat buruk

bagi sistem dan hasil kinerja para pegawai. Fakta yang terjadi

di Sekretariat Jenderal dan badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia adalah dimana para pejabat selaku

pembina kurang memperhatikan dan memantau kedisiplinan

para pegawai dibawahnya dalam penerapan disiplin jam kerja.

• S = Seriousness (Keseriusan)

Masih kurangnya kesadaran para pejabat dalam

menindaklanjuti para pegawai yang melakukan Indisipliner jam

kerja yang menjadikan masalah ini menjadi serius untuk

dicarikan solusinya. Dikarenakan para pejabat tersebut dapat

memberi contoh kedisiplinan yang baik kepada para pegawal-

pegawai di bawahnya.

• G =Growth (Berkembangnya Isu)

Masalah ini akan semakin bertambah dan akan semakin

menurunnya tingkat kesadaran para Pegawai Negeri Sipil di
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Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Penvakilan

Rakyat Republik Indonesia terhadap penegakan disiplin dalam

pribadinya masing-masing. Jika tidak segera dicarikan solusi

maka akan berdampak buruk terhadap citra instansi Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

U

ntuk meminimalisir terjadinya peningkatan masalah tersebut, maka

dibutuhkan suatu sistem peringatan yang berbentuk notifikasi baik

secara online melalui portal.dpr.go.id, e-Mail, dan SMS kepada

para pejabat untuk memberikan sikap tegas kepada para pegawai

yang melanggar disiplin jam kerja.

5) TUJUAN

Butuhnya notifikasi peringatan pelanggaran disiplin bagi atasan

pegawai pada portal.dpr.go.id adalah untuk membantu mengingatkan

tugas para pejabat dalam meminimalisir peningkatan angka

pelanggaran disiplin jam kerja yang dilakukan oleh Pegawai Negeri

Sipil di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan

Rakyat Republik Indonesia dengan sistem digitalisasi.

6) MANFAAT

6.1 INTERNAL

• Mempermudah bagian kepegawaian dalam memberikan

peringatan kepada para pegawai.

• Pemanfaatan digitalisasi yang lebih optimal di sistem kerja

Bagian Kepegawaian.

6.2 EKSTERNAL

X7



Membantu para atasan langsung (pejabat) dalam meminimalisir

indisipliner.

Menurunkan angka indisipliner Pegawai Negeri Sipil di

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.
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BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

1. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identiflkasi Isu

Bagian Kepegawaian

1. Kurang optimalnya penerapan sanksi disiplin jam kerja

bagi peagawai di Setjen dan BK DPR Rl.

2. Butuh notifikasi peringatan pelanggaran disiplin bagi

pegawai pada portal.dpr.go.id

3. Belum terupdatenya Informasi data pegawai Setjen dan BK

DPR Rl di Menu SIAP di Portal.

Isu yang Diangkat : notifikasi pelanggaran disiplin bagi pegawai pada
portal.dpr.go.id

Gagasan

Pemecahan Isu

1. Mengoptimalkan penggunaan dan penataan menu Disiplin

di Portal.

2. Bagian Kepegawaian akan membantu memberi notifikasi

kepada pejabat 2 tingkat ke atas dari pegawai yang

melakukan pelanggarn disiplin jam kerja.
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2. TAHAPAN KEGIATAN
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No. Kcglatsn

Laporan. dan
konsultasi

dengan
Kasubbag,
Kabag, dan
Kabiro dl
Bagian
Kepegawaian.

R^»t deogan
BDTI

T«tMl2

Tahapan Kaglatan

.1 Membuat konsep
rsncangan aMuaKsasi
yang akan dllaksanakan.

.2 Kwisultasi dengan
Kepala Subbagian,
Kapala Bagian dan
Kepala Biro
Kepegawaian dan
Organisasi

Output/Haiir

1.1.1. Konsep yang slap
untuk dijeiaskan

1.1.2. Saran dan
masukkan.

2-1 Menentukan jaAval rapat 2.2.1 Jadwal rapat yang
2.2 Menyiapkan umfangsn telah disetujul

rapat 2.2.2 Undar>gan rapat
2.3 Menyiapkan daftar hadir 2.2.3 Daflar hadIr rapat

rapat 2.2.4 Pointers rapat
2.4 Menyiapkan pointers 2.25 Laporan singkat

rapat hasH rapat
2.5 Membuat laporan

slrtj^t

Katarkatan Subaduiai Mata
Palatlhan

1.1.1.1 AkunUbilitas

Kejelasan akan suatu
tujuan yang akan
dllakukan dalam

melaksanakan tugas
dan kew^iban yang
dapat
dipertanggunjiawabka
n.

1.1.1.2 EtikaPublik

Mamohon izin kepada
atasan selaku
penanggung jawab
kemajuan unit keija.

2.2.2.1 Akuntabllitas

Bertanggung Jawab
alas kelangsungan
rapat.

2.2.2.2 Nasionallsme

(kerjasania. untuk
kepentingan bereama
dalatn mamaiukan
instansi pemerimah
demi kemajuan
bangsa)

2.2.2.3 Etika Publlk

(barkomunlkasi
dengan baik, dalam
menyampaikan
maksud dan ti^uan.)

Panguatan
Organlaaal

liiirKontribual
Taihaiiap VW
MtalOmanlMX

Seluruh
rangkalan Keseluruhan

kegiatan Ini dari kegiatan
mendukung visi ini adaiah
organisasi yaitu penerapan dari
Terwujudnya niiai Ot^nisasi
si^nbef daya berikut:

manusia yang 1. Relighia
professional (Untuk bekerja
dan berkualitas, selalu

dalam mengingat
organisasi Tuhan Yang
Sekrelartat Maha Esa agar
Jenderai yang beket)a dengan
efektif. ellslen baik dan
dan akuntaba) sesuai dengan
dengan aturan)
admiiistrasi 2. Akuntabei

keanggotaan (Bertanggungja
dan wab tertiadap
kesekretariatan setiap
Fraksi dan pekeijaan yang
pelayanan diakukan
kesehatan yang sesuai dengan
optimal.* aturan yang
Rangkalan bedaku)
kegiatan ini 3. Profoslonal
men(kikung (Bersikap dan
misi organisasi bertindak

yaitu *Pen8ta«i sesuai dengan
mana^emen yang
sumber daya semesUnya)
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uji
notifikasi

coba

Sosiallsa^

3.1 Membeii notifikasi
3.2 Menerima respon dari

notifikasi
3.3 Mengataiiuj kendala

yang dihadapl oleh pars
pejabat

3.4 Mernpertaharui sistem
notifikasi sesuai dengan
kondisi yang mudah
dipahami

4.1 Membuat surat

Pemberitahuan
4.2 Membuat panduan

notifikasi
4.3 Membuat daflar tanda

terirna surat
pemberitahuan dan

3.3.1

3.3.2

5.3.3

3.3.4

M.I,

4.4,2.

NIttfikasi (erltirim

Menerin^a surat
keputusan
pemrosesan
hukuman dan berita

acarapemeriksaan
dan pertanyaan
rekapitulasi
indlsipliner
keija
Kons^ untuk
soslaiisasi

Notifikasibetjalan.

Jam

Surat

Pemberitahuan
Buku Panduan
Proses Monitwing
Notifikesi
Indlsipliner Jam
Keria

Peran dan Kedudukan:

Manajemen ASN

Whole ol Government

(msnlngkatkan Kerjasama
dengan selumh Pegawai
Se^n dan BK DPR Rl dalam
penerapan disiplln pegawai).

3.3.3.1. Nasionalisme (ujlcoba
bersama untuk

mangetahui
kekurangan apa yang
hams dltamb^ untuk
kepentingan bersama)

3.3.3.2. Etika publik
(berkomunikasi dengan
baik dengan para
atasan dan rekan keija
bagian untuk uji coba
ttersama)

3.3.3.3. Komitmen mutu

(menciptakan suatu
kinerja yang efektif.
efisien, inovasi dan

Ofientasi mutu)
Peran dan Kedudukan:

Whole of Government

Bekerjasama dengan rekan
bagian kepegawaian dan 8DTI

4.4.4.1, Akuntabilitas

(bertanggungjawab
mengenai cara

mmyampaikan kepada
selumh pegawai Se^n
dan BK DPR Rl)

4.4.4.2. Nasionalisme

manusia, 4. Integrftas
administrasi (dalam proses
keanggotaan kegiatan
Oewan dan rencana

Kesekretariatan aktualisasl ini

Fraksi, dliskukan

Kelembagaan dengan
dan menerapkan
ketatalaksanaa nitai-nllal yang
n, serta terlcandung
pelayanan dalam

kesehatan.* Pancaslla dan
nllai-nllal dasar

ASN)
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Metaporkan
hasa akhir

kegiatan

panduan notifikasi

- Pembuatan laporan

4.4.3. Tartda Teiima

Surat

pemberitahuan dan
panduan notifikasi

Laporan hasll kegiatan
Pemberitahuan

perlngatan disiplin
berbasis digitallsasi

(mensoslalisaslkan
untuk dilaksanakan

demi ienapalnya
kepentingan bersama)

4.4.4.3. Etika publik (cara
penyampaian kepada
seiuruh pegawai Setjen
dan BK OPR Rl)

4.4.4.4. Komitmen mutu

{menghasilkan pegawai
yang menlngkatkan
kualltas (anggung
jawab yang efektif.
eflslen, inovasi dan

orientasi mutu)
Peran dan Kedudukan;

Whole o1 Government

Kerjasama dengan selumh
pegawai Se^en dan BK DPR Rl
dalam hal menlngkatkan
kedisipllnan aniar pegawai.

Pelayanan Publik
Memberlkan pelayanan yang
balk dalam membantu para
pejabat melaksanakan
tugasnya dalam pengawasan
disiplin pegawai dibawahnva.
1. Akuntabllitas

(bertanggung jawab akan
tugas yang dilaksanakan
dengan nwmbuat laporan)
Etika publik
(berkomunikasi dengan
baik dalam menyampaikan
hasll kegiatan aktuallsasi)
Komitmen mutu

(membuat laporan
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aktualisasi yang efekttf,
eflsien, InovasI dan

orlentasi mubj)
Anti Korupsi (disipKn,
berani, Jujur)
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PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN (Per Tanggal)

3.1. Laporan dan konsultasi

Dalam tahapan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap

kegiatan penunjang terlaksananya tahapan melaporkan dan

konsultasi mengenai aktualisasi yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut;

1) Membuat Konsep Rancangan Aktualisasi (2 Juli 2019)

Konsep rancangan aktualisasi ini dibuat untuk

menjelaskan maksud dari aktualisasi yang akan

dilaksanakan, sebagai bahan yang yang akan dilaporkan

kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Biro

Kepegawaian dan Organisasi.
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Gam bar 4
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1) Mohon untuk ditambah menu Warning pada e-disiplin di atas.
2) Mohon untuk di tambah Tombol untuk mengirim notiftkasi

• Atesan langsung dan atasanatasan langsung
> Nama pegawai ybs

Jenis hukuman

Nama atasan langsung
Nama atasan atasan langsung
Unit kerja

> Bataswaktu pengiriman surat putusan dan pemeriksaan
3) Seteiah terkirim penngatan di e-disiplin portal, maka otomatis atasan-atassn

tersebut mendapat sms gateaway.

>

>

>

>

2) Konsultasi dengan Kepala Subbagian (mentor), Kepala

Bagian dan Kepala Biro Kepegawaian (22 Juli 2019)

Dalam tahapan konsultasi dengan dengan para

pejabat di Bagian Kepegawaian didapatkan beberapa saran
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dan masukan untuk pelaksanaan aktualisasi, adapun saran

dan masukan tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Notifikasi dibuat secara otomatis

❖ Notifikasi muncul ketika para pegawai telah terindikasi

indisiplinerjam kerja mulai dari 1 hari, 3 hari, dan diatas

5 hari.

❖ Untuk notifikasi tidak hanya diterapkan untuk

indisipliner jam kerja saja, tapi juga untuk indisipiiner

kode etik.

❖ Notifikasi tidak hanya muncul di portai.dpr.go.id dan

SMS tapi juga melalui e-Mail.

Surat peringatan tetap dikirim apabila tidak ada

tindakan dari para pejabat terhadap pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawainya melebihi batas waktu setelah

dikirim notifikasi.

3) Keterkaitan dengan Substansi mata pelatihan

• Akuntabilitas

Menyiapkan konsep rancangan aktualisasi dan

melaporkan rencana rancangan aktualisasi yang

akan dijalankan merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban akan segala tindakan yang

dilakukan dalam melaksanakan aktualisasi.

• Etika publik

Melakukan diskusi dengan pimpinan merupakan

bentuk penerapan nilai-ntlai dasar etika publik yaitu

menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama

dalam menindaklanjuti permasalahan penerapan

disiplin di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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4) Penguatan Ntlai Organisasi

• Akuntabel

Proses komunikasi dengan atasan dan proses

diskusi mengenai perencanaan kegiatan dan output

yang akan dihasilkan merupakan salah satu bentuk

penerapan nllat akuntabel. Nilai akuntabel yang

dilakukan ASN sebagai bentuk tanggungjawab

bawahan kepada atasan untuk melaporkan setiap

kegiatan dan tugas yang akan dilaksanakan, agar

tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan

dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh

organisasi.

• Professional

Proses pembuatan rancangan yang baik bertujuan

agar output yang dihasilkan berkualitas. Hal tersebut

merupakan salah satu bentuk profesionalitas penulis

untuk menghasilkan produk dengan sungguh-

sungguh dan memiliki kualitas yang baik.

• Integritas

Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam setiap

ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh ASN

dalam bekerja. Melalui tahapan kegiatan ini penulis

berupaya agar aktualisasi berupa notifikasi

pelanggaran disiplin jam kerja dapat mengurangi

angka pelanggardisiplin yang ada.

3.2. Rapat dengan BDTI

1) Menentukan jadwal rapat (1 Agustus 2019)

Untuk bisa melaksanakan rapat sebagaimana

mestinya hal pertama yang harus dilakukan adalah
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menentukan dan menyepakati waktu rapat yang tepat

mengingat banyaknya jadwal rapat dan jadwal kerja dari

baglan BDTI dan juga para pejabat di Bagian Kepegawaian,

dan akhimya disepakati untuk melaksanakan rapat pada

tanggal 5 Agustus 2019 di Ruang Rapat Biro Kepegawaian

dan Organisasi.

2) Menyiapkan Undangan Rapat( 1Agustus 2019)

Setelah ditentukan waktu untuk rapat Bersama pihak

BDTI, maka tahapan kegiatan selanjutnya adalah membuat

undangan untuk rapat pada tanggal 5 Agustus 2019 (surat

undangan terlampir), undangan merupaka salah satu unsur

penting dala suatu kegiatan rapat yang harus dibuat sebagai

bentuk kita menghargai pihak yang akan bekerjasama

dengan kita.

3) Menyiapka Tanda terima undangan rapat (1 Agustus 2019)

Tanda terima undangan rapat merupakan suatu bukti

bahwa telah diberikannya undangan untuk acara yang akan

kita adakan, dan sebagai bentuk profesionalitas kerja yang

memberikan bukti yang nyataakan apa yang telah kita

laksanakan.

4) Menyiapkan Daftar Hadir Rapat (2 Agustus 2019)

Daftar hadir rapat dibuat sebagai bukti terlaksananya

rapat. Dan dapat diketahui siapa-siapa saja yang hadir

dalam rapat tersebut.

5) Menyiapkan Pointer Rapat(2 Agustus 2019)

Dalam tahapan pembuatan pointer rapat ini poin-poin

yang diambil adalah poin-poin hasil diskusi pada saat
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laporan dengan pejabat Bagian Kepegawaian pada tanggal

22 Juli 2019. Saran dan masukan dari para pejabat di

Bagian Kepegawian tersebutlah yang penulis jadikan

sebagai bahan pointer rapat di tanggal 5 Agustus

mendatang.

6) Menyiapkan Laporan Singkat Rapat (5 Agustus 2019)

Laporan singkat ini merupaka bukti apa yang

dihasilkan pada saat mengadakan rapat. Hal apa saja yang

ditetapkan dalam rapat tersebut.

7) Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan

• Akuntabilitas

Pelaksanaan rapat dengan BDTI ini diadakan sebagai

bentuk untuk memperjelas tujuan aktualisasi apa dan

bagaimana pelaksanaan yang diharapkan, sehingga

dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan

kegiatan.

• NasionaMsme

(kerjasama, untuk kepentingan bersama dalam

memajukan instansi pemerintah demi kemajuan

bangsa)

Dalam kegiatan rapat ini terdapat nilai nasionalisme,

dimana Bagian Kepegawaian dan Bagian BDTI

bekerjasama untuk mewujudkan suatu rancangan

aktualisasi penulis dalam upaya penekanan angka

indisipliner jam kerja oleh Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Penwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memajukan

instansi pemerintah dalam hal kedisiplinan demi

kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
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• Etika Publik

Dalam penyampaian maksud untuk bekerjasama harus

memperhatikan etika dalam tata cara permohonan

bantuan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan

aktualisasi, agar aktualisasi yang diharapkan dapat

berjalan baik dan dapat dipergunakan dengan baik

dalam membantu para pejabat di Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian ewa Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas pembinaan

terhadap pegawai yang terindikasi indisipliner jam kerja.

8) Penguatan nilai organisasi

• Akuntabel

Rangkaian kegiatan yang menunjang terlaksananya

kegiatan rapat dengantersebut adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan

sehingga ada kejelasan mengenai kinerja yang

transparan di Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Penvakilan Rakyat Republik

Indonesia.

• Professional

Setiap unsur kegiatan dalam pelaksanaan rapat ini

dilaksanakan mulai dari hal kecil seperti menyiapkan

ruang rapat, menyiapkan jamuan hingga menyiapkan

segala keperluan rapat agar kegiatan rapat berjalan

dengan baik.

• Integritas

Menyampaikan maksud dan tujuan rapat sesuai

dengan yang direncanakan sehingga konsisten antara

apa yang direncanakan dan apa yang akan dilakukan.

Melalui tahapan kegiatan ini penulis berupaya agar
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rancangan aktualisasi notifikasi indisipliner jam kerja

ini dapat membangun kedisiplinan yang lebih

meningkat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Penwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3.3. Uji coba notifikasi

1) Memberi Notifikasi (13,14 Agustus 2019)

Setelah menu notifikasi telah disediakan oleh

BDTI.dilakukanlah uji coba pengiriman notifikasi kepada

para pejabat yang dimana terdapat pegawai yang terindikasi

indisipliner. Notifikasi hanya akan muncul di dashboard

portal pejabat yang pegawainya terindikasi indisipliner jam

kerja.

2) Menerima respon atau tanggapan dari notifikasi (14 Agustus

2019)

Menerima respon atau tanggapan dari notifikasi

Tahapan kegiatan ini merupakan suatu hal yang akan

dijadikan bahan untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu

sosialisasl. Dengan menerima respon atau tanggapan dari

atasan yang telah menerima notifikasi ini, maka kita dapat

mengetahui apa yang seklranya perlu kita jelaskan dalam

tahapan sosialisasl sehlngga pelaksanaan proses

pemerlksaan disiplin jam kerja dapat dllakukan sebagaimana

mestlnya oleh para pejabat pembina

3) Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan

Akuntabilitas

Tahapan uji coba ini merupakan suatu bentuk kejelasan

untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapl para
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pejabat pembina dalam memantau kedisiplinan jam kerja

para pegawainya.

4) Penguatan nilai oganisasi

• Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui

kendala-kendala yang dialami oleh para pejabat dan

mengetahui kekurangan dari sistem notifikasi ini yang

dapat segera diperbaharui merupakan suatu bentuk

tangungjawab atas sistem notifikasi sebagai aktualisasi

yang dijalankan.

• Professional

Dalam taliapan ini bersikap profesional dalam menerima

kekurangan yang ada dan berusaha memperbaiki dan

memperbaharui kekurangan dari sistem tersebut.

3.4. Sosialisasi

1) Surat Pemberitahuan (21 Agustus 2019)

Surat pemberitahuan dibuat dari Kepala Bagian

Kepegawaian ditujukan kepada seluruh Pejabat Struktural di

Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian sebagai bentuk

sosialisasi, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam

menjalankan tahapan aktualisasi yang terakhir ini.

2) Panduan Notifikasi (21 Agustus 2019)

Panduan notifikasi dibuat sebagai panduan para

pejabat untuk memonitoring kedisiplinan para pegawainya di

portal.dpr.go.id, panduan ini dibuat setelah mengetahui

kendaia yang banyak dihadapi para pejabat dalam

memonitoring kehadiran pegawainya. Sehingga penerapan

tugas pembinaan terhadap pegawai berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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3) Daftar Tanda terima Surat Pemberitahuan dan Panduan

Notifikasi (26 Agustus 2019)

Daftar tanda terima surat pemberitahuan ini merupaka

bukti telah tersampaikannya surat pemberitahuan sebagai

sosialisasi kepada para pejabat di Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia mengenai notifikasi peringatan indisipliner jam

kerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4) Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan

• Akuntabilitas

Sosialisasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

agar dipahaminya sistem notifikasi oleh para pejabat

struktural di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Pen/vakilan Rakyat yang dapat

dipertanggungjawabkan atas berjalannya sistem notifikasi

indisipliner jam kerja.

• Nasionalisme

Tujuan dan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini adalah

untuk terlaksananya kepentingan bersama dalam

menegakkan peraturan pemerintah menerapkan disiplin

jam kerja kepada para aparatur sipil negara.

• Etika publik

Sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat

pemberitahuan beserta petunjuk dalam mengakses

notifikasi indisiplinerdi portal kepada para pejabat.

• Komitmen mutu
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Sosialisasi untuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas

tanggungjawab yang efektif, efisien, inovasi dan orientasi

mutu.

5) Penguatan nilai organisasi

• Akuntabel

Proses sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk

penerapan nilai akuntabel sebagai bentuk tanggungjawab

terhadap cara pemberitahuan peringatan yang berubah

dari cara lama yang masih menggunakan surat dan

sekarang diupayakan dengan cara memberi notifikasi di

portal.dpr.go.id, sms dan e-mail kepada para pejabat

sehingga tugas para pejabat dalam meiakukan

pembinaan terhadap pegawainya dapat

dipertanggungjawabkan.

• Profesional

Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh pejabat di

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

sehingga semua pejabat mengetahui system notifikasi ini

dan bagaimana alur memonitoring disiplin para

pegawainya meialui portal.dpr.go.id.

• Integritas

Sosialisasi ini dilakukan secara transparan yang

bertujuan diketahui oleh seluruh pejabat Sekreatariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

4 STAKEHOLDER

1) Internal

Staff Kepegawaian
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2) Eksternal

Seluruh Pejabat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

1. Laporan dan konsultasi

Tahapan kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan. jika kita

melaporkan dan berkonsultasi dengan atasan di bagian maka

aktualisasi yang akan dijalankan tidak akan bias berjalan karena

tidak ada persetujuan dan dukungan dari atasan selaku

penanggung jawab penuh atas segala kinerja yang dilaksanakan di

bagian kepegawaian.

2. Rapat dengan BDTI

Untuk bisa menjalankan aktualisasi yang telah direncanakan maka

kita harus bekerjasama degan BDTI, jika kita tidak berkoordinasi

dengan pihak BDTI bagaimana mungkin aktualisasi yang telah

direncanakan tidak akan berjalan dan maksud dari harapan kita

menjalankan aktualisasi tidak dapat diwujudkan.

3. Uji Coba Notifikasi

Setelah tersedianya sistem notifikasi dalam memperingatkan

adanya indisipliner yang dilakukan oleh pegawai, maka dilakukan

uji coba memberi peringatan kepada para pejabat yang pegawainya

terindikasi indisipliner jam kerja. Jika tidak dilakukan uji coba

terhadap sistem ini maka kita tidak akan mengetahui kekurangan

dari sistem yang diljalankan ini dan tidak mengetahui kendala yang

dihadapi para pejabat dalam memonitoring kedisiplinan para

pegawainya dalam menaati jam kerja.

4. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena

jika tidak dilakukan maka bagaimana mungkin seluruh pejabat
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dapat memahami alur dalam memonitoring kedisiplinan jam kerja

para pegawainya.

5. Internal

• Kinerja Bagian Kepegawaian tidak meningkat

• Surat peringatan yang akan dibuat akan semakin banyak

6. Eksternal

• Tingkat pelanggaran disiplin pegawai terhadap ketaatan jam

kerja semakin meningkat

• Apabila tidak diprbarui sistem digitalisasi tidak berjalan optimal
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6 TIME SCHEDULE

NO KE6IATAN

JUU

4

ASUSTUS

22 23 24 2S 26 29 30 31 2 S 6 7 S 9 12 13 14 IS 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

1

Membuat konsep

rancangan

aktualiMSl • 't
2

Uenielask«n kon&eD

3 Permohonan

masuksn dan $artn
•>- '•>

4 Permohonan

ocrsetujuan

S KoordlnasI dengan
Olhak BDTI

6 Menentukan jadwal

rapat

7 Menylapkan
undangan raoat : ^

8 Menylapkan daftar

hadir raoat

9 Menylapkan pointer

rapat

Rapat dengan BOTI m <

10 Menyiapkan laporan

singkat hasll rapat - I

Member! notifikasi <

12 Menerima respon

dari notifikasi i 5
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NO KEGIATAN

JUU AGUSTU

2 3 4 S

26 29 30 31 1 2 S 6 7 8 9 12 13 14 IS 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

13 ysng dihadapl ol«h

para peisbat

!-•

;:

14
sinem notmkasi

sesuai dengan

kondisi yang mudth

dipahgml

15

pemberKahuan

16

Notlflkasl

1/
panduan notlflkasl

18 surat

pemberrtahuan dan

panduan notrfikasl

Bff!

'
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BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pelanggaran disiplin terhadap jam kerja di Sekretariat Jenderala

dan Badan Keahlin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

masih terdapat cukup banyak yang tidak diproses oleh para pejabat

pembinannya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala

yang dihadapi para pejabat dalam memantau kedisiplinan jam kerja

para pegawainya. Notifikasi terhadap pelanggaran disiplin jam kerja ini

dibuat untuk membantu parapejabat dalam melaksanakan tugas

pembinaan terhadap para pegawainya. Kurang memahami terhadap

posisi e-disiplin pada portal.dpr.go.id merupakan salah satu kendala

yang diahadapi para pejabat dalam memonitoring kedisiplinan jam

kerja para pegawainya. Notifikasi ini hanya akan muncul pada

halaman portal para pejabat yang dimana terdapat pegawai yang

terindikasi indisipiinerjam kerja.

2. SARAN

Pengembangan sistem notifikasi tidak hanya pada pelanggaran

disiplin jam kerja tidak hanya diterapkan terhadap pelanggar disiplin
jam kerja saja, tetapi juga diterapkan terhadap pelanggar disiplin kode

etik juga.
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LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rapat Pertama Dengan BDTI difasilitasi oleh Pusdiklat pada tanggal 23

Juli 2019 di Ruang Rapat Pusdiklat.

Lampiran 2.

Rapat pembahasan rancangan aktualisasi Bagian Kepegawalan dengan

BDTI di ruang rapat Biro Kepegawaian pada tanggal 5Agustus2019.

\



Lampiran 3.

Rapat dengan BDTI membahas tentang kekurangan apa dalam

aktualisasi yang perlu diperbaiki.
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Lampiran 4.

Undangan Rapat Bagian Kepegawtaan dengan BDTI

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KOOE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX (021> 5715 423 / 5716 925. WEBSITE www(Jpf.go.id

Nomor

SifM

Lampnn

Penhai

Yth.

Terlampir

KP 01/284/SETJEN DAN BK DPR RI/08/2019

Biasa

1(8atu) lembar

Undanoan Rapai Koordinati

05 Agustui 2019

Sahubungan denoan kegiatan rancangan aktuaiiaasi CPNS. dangan

M kami akan menyelenggarakan rapat koordinaai

Bafkenaan dengan hai tersabut kami akan mangundaog Saudaraft

untuk dapat ha^ datam rapat di luar jam keqa pada .

Han. tanggai Kamis. 05 Aguslus 2019

Waktu 15 00 s.d 16.30 WlB

Tempat Ruang Rapat Biro Kapagawaian dan Organoaai.

Gedung Setjen dan BK DPR R). Lt 4

Acara Pembahasan rancangan aktualiaaai CPNS.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara/i. dnicapkan taranakaaii.

Kapala Bagian Kapagawaian.

NIP 196912201998031003

Ttmbuian

1 Sakratans Jandaral OPR Rl
2 Pit DepuD Btdang Admtnistraat
3 Kapala Putat Data dan informasl;
4 Kapala Bidang Data dan TeknoiogiliiH »iiiaai
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Lampiran 5.

Tanda terima Undangan Rapat Bagian Kepegawaian dengan Bagian BDTI

TANDA TERIMA

SURAT UNDANGAN RDK KP.01/276/SETJEN DAN BKDPR RI/08/201B

SENIN, 05 AGUSTUS 2019

No Nama Tanagal Tanda tanoan

1.
Riza Kumiawan. S.Kom.. M.T

2.
Wiranto Utomo. S.Si.. M Kom

3. Muhammad Sasmito Adi

Wibowo A.Md

4.
DanM TrI Widyalmoko. A.Md

u

Lampiran 6.

Pointers Rapat

Ranat Koorriinaai d«ti«piiRr>7|
8ckrg,tari«t dftn Badan Kg.hllaff OPR m

Pointer Rap^f

1- Nnrifijrfxa Felanggflr DiaUtlin Oibuat di
portal.dpr.go.id oarflpeiahwt Pembina.

2- Sfllaia di portal. mftlnJui
P«oungKinKflT) nQtifiknai pun ataaa diberikna mslaijii e-Maii

4. NntifiKnti tUbunt aecflra otomatiR terkirim kepada
^mbma Bfigjuaau-yang terinriikn<ii indisinlinar

• otomntin tfirklnm iUcA. nKiiTmiilifliftj indigipi^^^ftr Jam
pegnvCTi tslak mencftpai i baci di bacl peHny^p spi. 3 hari
Qibsrikfln PBnngaTfliti SP2, dan 5 hflri di mtuhi hiitnim»T^ disisJia
cuji^ TingKm riagan dan seierusmia sssaai dsagaa pp

I amin 2010.

6- NorifiKa^j tidak liflnyn hflrlnhn pada pagnwnl yang leiiaditoal
uifliisiBbnfli jamKfirifl saia> tetflpi juga unnik- yang

mill im III
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Lampiran 7.

DaftarHadirRapat

ButfWuryanto SH

AtsnM Oelar. an

Sm OwwnMi. S.H, MX

S<tiMMa.8£

Mraiae inwno. S & UKom

Arath* MOmMo. 8 E

MALiAANASIYA. S H

MuhAIMMOSASMTTOMM
WOOWO. A.M0

OMUEL mi WDYATMOKO. AJM

OakyMuhnx

i9Mi2»imeaiiooa

lOBTllOSISMOUOOl

KapM SutMo*"

UnMSueMSHn

l«721M1inH330H

fSnoaMiMwsooi

1V74M04200312100} PrsMia KompuW Mum

1fl7S061320(»121D01

19770(2119«e0»(»1 AnMt K«pMawMn MuM

197K)l1S199t031(XU AraMKapag

10830320200)131003

1«4123S201Ma30ei

1flM10032010ni001

1M612012Dimm1

1«78121«1«903tC01 PangMnwatMi Umum

imoe2190IU1220M
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Lampiran 8.

LAPORAN SINGKAT

Rapat Koordinasi denganBDTI
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jenis Rapat
Hari

Waktu

Tempat

Ketua Rapat
Hadir

Rapat Koordinasi
Senin, 5 Agustus 2019
Pukul 13.00 WIB

RR. Biro Kepegawaian dan Organisasi Lt. 4, Gd.
Setjen dan BK DPR RI

Budi Wuryanto,S.H.
1) Pegawai Bagian Kepegawaian
2) Tim Aplikasi BDTI

Acara : Koordinasi pembahasan Rancangan Aktualisasi
CPNS mengenai Notifikasi Pelanggaran Disiplin
Jam Keija Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Rapat dimuiai pada pukul 15.00 WIB.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT
1) Bentuk Notifikasi yang ingin ditampilkan
2) Ditujukan pada siapa notifikasi tersebut

3) Melalui media apa saja notifikasi diberikan
4) Alur pemberian Notifikasi

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 5 Agustus 2019

Bagian Kepegawaian
Biro Kepegawaian dan

Organisasi
Setjen dan BK DPR RI
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Lampiran 9.

Oaftar Rekap Pegawai yang terindikasi indisipliner jam kerja

t-. I''.- -

W.*s

Lampiran 10. Surat pemberitahuan Notifikasi (sosialisasi)

yy ^ —Tj»i MM t (gIImgiii n

NoMm. IWBBvin C>M*< K«M
—tWiggam OwMn Jam

6wwhe n b«ni lameeMn tufma amarr
"llllllnilll tuQM of'ner.Mr awa^ l«>:j fmwtrw Cmi'mtmt
Utm U Ta^4jn?OIOIprung PagaM Nagv b«a BMr ;< ciM
til I2> <l*n 1)^ ttni biWiim f-|r'-- vans MnwMaa
Mnftiukun bMS "•—yatvun NAua

*•»•« StpH rana immiiUn lli»li !»• Ii sliriNI
yeeie bunwiang manvluilium U4M lMi*yman

P<g—tj Nagan Sipil rang iwanimtM lnlMHjtfa«l«i dWpMiv
paiBM maaam Aiacufu haeuiBwi diii»aw oMA iiaiaww^^ 01mm

llani— aawtin mm *i>nr ittin Wi>ia—ii M*ai

Urai^ miin«^u l^a l«af>al Jaarw f

Bajauanra lariaoap page* tmv imungav aMmaar Man ^ aaqa.
inaka un u>npa»ar />[>•»» pau»«Qa>fn oai^ ,a«- oim pi|^a«
imMw #aMM*raKia C-aaV «a «M WMOa aamVa. MMfM
P,IIIIU»• UM pax-oaun w Bav>> »ienii hb hjMum oaaaasari
•wiya #J|< lartnii paOa conn •laan rnaatig-want paaM*> rant

i^ari oaiargo«ra«< ijivihi aaia

^PNS 3«w«<iin •> am M

Jyb
Lampiran 11.

Tanda Terima Surat Pemberitahuan sosialisasi

e
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Lampiran 12.

Buku Panduan Notifikasi l\^onitoring IndislplinerJam Kerja
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2* KOOE ETIK

iUMKBUA

NOTIFIKASI DISIPLIN JAM KERJA

IS rV--. •«»=•?

E-maif SHORT MESSAI^ ^UHAT
SERVICE '̂̂ HINGATA

50



MUSUKKC

Atom

eomM.
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,IJ U 11^1 II II

e-DISIPLIN PNS

o-i^ Dashboard •-Dttiptin PNS
SIMUIASI PP U TAHUN 2010 URMSAMAN DATA KEHAOUAH PCSAWAI TAHUN 201A

OlAv(M|*lP(rBHlin

IW«BDk*feTfBRaBaini

BtMOiaieaui
laiiVM**InhmasOPn] -

e CXSIPLIN PNS

PeJUTUKAN PCMEKINTAH REPUBUK INDONESU NOMOR S3 TAHUN 20X0 TCNTAN6
DBIPUN PKAWAl NeSCRI StPU.

* SOSXAUSASl PP NOMOR S3TAMUN 2010

Onvkn Or. |«m One»>

9aMigB«*nn> >n>n.AiMn iMinftrhMavaMan
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Lampiran 3. Karlu Kendall Pembimbingan Aktualisasi Bag! Peserta, Coach dan Mentor

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republlk Indonesia

PESERTA

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II

TAHUN2019

Mama

Instansi

NIP.

Nalia Anasiya

Setjen dan BK DPR Rl
19941225 201903 2 001

Nama Coach : Agus Supriyono. S.S., M.A.P

Tanggal
Pembimbinqan

Isu Permasalahan yang
Dibahas

Media • V
Komunikasi 5 fpemTiioSinaSfi

1

2 ftf

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Dst..

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

Rusmanto, SH., MH


